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PEMERINTAH KABUPATEN BARRU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU 
NOMOR 11 TAHUN 2013 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4 

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARRU, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan 

asli daerah maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta 

mendorong pertumbuhan perekonomian dan keuangan daerah 

melalui sektor pajak daerah dengan tetap mempertimbangkan 

keseimbangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; 

b.  bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Barru 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menetapkan 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 

0,3% (Nol koma tiga persen) perlu diubah dan ditetapkan tarif 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;  

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Barru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822);  
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2387); 

4. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun  2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten 

Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 

29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Perlindungan Investasi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 1); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 

2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru 

Nomor 10); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Barru Nomor 11); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARRU 

dan 

BUPATI BARRU 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4 TAHUN 
2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 70 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai 

berikut : 

a. Nilai Jual Objek Pajak dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) 

ditetapkan tarif sebesar 0,1% (Nol Koma Satu Persen); 
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b. Nilai Jual Objek Pajak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sampai 

dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan tarif sebesar 

0,2% (Nol Koma Dua Persen); dan  

c. Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) 

ditetapkan tarif sebesar 0,3% (Nol Koma Tiga Persen). 

 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru. 

 

Ditetapkan di Barru 

pada tanggal 9 Desember 2013     

BUPATI BARRU, 
 
     ttd 
 
ANDI IDRIS SYUKUR 

 
Diundangkan di Barru 

pada tanggal 9 Desember 2013                        

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU, 
 
 ttd 
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2013 NOMOR 11           


